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Maraknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Timur
Tengah membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium)
penempatan PMI ke daerah tersebut. Dasar hukum pemberlakukan moratorium tersebut
adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-
Negara Kawasan Timur Tengah (Kepmenaker No. 260 Tahun 2015). Pada masa itu
diperkirakan, dari 10 orang PMI terdapat 2 orang yang mengalami kekerasan, perbudakan dan
penyiksaan oleh majikan perseorangan. Setelah 8 tahun berlaku, pada tanggal 23 Agustus
2023, Pemerintah mengumumkan akan mencabut aturan tersebut. 

Banyak pihak menyambut baik kebijakan tersebut karena moratorium ternyata memunculkan
modus baru pemberangkatan PMI secara ilegal yaitu dengan cara memberangkatkan PMI ke
negara ketiga, kemudian setelah sampai di negara ketiga PMI kemudian dikirim ke negara yang
dimoratorium. Keberadaan PMI di negara moratorium biasanya baru terendus setelah PMI
mendapatkan masalah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun sudah sejak
lama menyerukan agar moratorium dicabut karena menyebabkan terjadinya diskriminasi,
pelanggaran hak pekerja, dan perdagangan manusia.

Permasalahannya, Pemerintah mengumumkan pencabutan moratorium tanpa dukungan
instrumen hukum yang memadai. Seharusnya peraturan dicabut dengan peraturan juga,
bukan dengan pengumuman. Selain Kepmenaker No. 260 Tahun 2015, ada dua instrumen
hukum lain terkait moratorium PMI ke Timur Tengah yaitu Kepmenaker No. 291 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di
Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dan Kepmenaker No. 294
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Ketiga instrumen ini tentunya harus dicabut dan diganti dengan instrumen
hukum baru sebagai pedoman stakeholder terkait penempatan PMI ke Timur Tengah.
Ketiadaan instrumen hukum yang memadai akan menimbulkan ketidakpastian dan
ketidakjelasan pengaturan. 

Sebelumnya Pemerintah juga melakukan hal yang sama terkait restrukturisasi Gugus Tugas
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah memerintahkan Polri memimpin
(sebagai ketua harian) Gugus Tugas pada akhir Mei 2023, sedangkan aturan restrukturisasi
baru diterbitkan pada 10 Agustus 2023 Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 49 Tahun
2023). Sepanjang 5 Juni-2 Agustus 2023, sebanyak 882 orang telah ditangkap, namun
beberapa merasa tidak terlibat TPPO. Kondisi ini menimbulkan penolakan dari masyarakat dari
yang tadinya sangat mendukung upaya penegakan hukum TPPO terhadap PMI menjadi ada
yang menolak dan menginginkan tindakan preventif kembali dikedepankan. 
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Sumber

meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait alasan
pencabutan moratorium;
mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan hukum terkait
pencabutan moratorium dan mekanisme baru penempatan PMI ke Timur
Tengah; dan
memastikan bahwa negara penempatan yang dicabut moratoriumnya
telah benar-benar memenuhi persyaratan sebagai negara penempatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017. 

Pencabutan moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah pada Penggunaan
Perseorangan akan membawa sejumlah dampak terhadap PMI, baik dampak
positif berupa terbukanya lapangan kerja baru dan terhindar dari praktek
pengiriman ilegal, maupun dampak negatif seperti kembali terjadinya praktek
perbudakan dan penyiksaan terhadap PMI. Oleh karenanya Komisi IX DPR RI
perlu:
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Permasalahan hukum yang kedua adalah Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017), yang  mempersyaratkan
bahwa PMI hanya dapat dipekerjakan pada negara yang memiliki aturan yang melindungi
tenaga kerja asing; telah memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia; dan/atau memiliki
jaminan atau asuransi sosial yang melindungi pekerja asing. Sebelum memutuskan untuk
mencabut moratorium, pemerintah harusnya benar-benar memastikan bahwa persyaratan
tersebut telah terpenuhi. Jika hal ini tidak dilakukan maka kodisi seperti 2015 akan dapat
berulang. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat yang menolak
dicabutnya moratorium.
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